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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat disusun sebagaimana mestinya
Renstra SKPD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Resntra ini bersifat indikatif dan juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh pimpinan beserta staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw dalam mewujudkan Kabupaten Tambrauw yang sejahtera, mandiri dan bermartabat.
Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini kami menyadari banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan, demi untuk suksesnya pembangunan daerah di Kabupaten Tambrauw.
Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua.

Sausapor, Desember 2012
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1.1. [bookmark: _Toc379368042]LATAR BELAKANG
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat dokumen perencanaan yang terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).  Renstra SKPD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.  Sementara Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tambrauw. Dengan tugas membantu bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis, sebab Kabupaten Tambrauw memiliki wilayah kewenangan pengelolaan laut seluas ± 60 % dari total luas wilayah sebesar ±5.179,64 km2 serta pada wilayah pesisir dan laut Kabupaten Tambrauw terdapat sumberdaya alam kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Dokumen ini disusun selain merupakan bagian dari bentuk aktualisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga dimaksudkan agar kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan lebih terarah dan terencana serta lebih fokus pada tujuan pembangunan kelautan dan perikanan itu sendiri.  
Selanjutnya model Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw  mengikuti pola sebagai berikut: 
[image: C:\Users\saaa\Pictures\renstra skpd.png]
RPJMD Kabupaten Tambrauw Tahun 2012-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2015. Dalam perkembangannya terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. 
Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Selain itu juga terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tambrauw dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Tambrauw Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 perlu dilakukan Perubahan Renstra SKPD.

1.2. [bookmark: _Toc379368043]LANDASAN HUKUM
Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw Tahun 2012-2016 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw;
9. Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

1.3. [bookmark: _Toc379368044]MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. [bookmark: _Toc379368045]Maksud
Maksud penyusunan Perubahan Renstra ini adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

1.3.2. [bookmark: _Toc379368046]Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw Tahun 2012 - 2016 adalah sebagai berikut:
1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tambrauw tahun 2012–2016, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan  ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh elemen masyarakat (nelayan dan pembudidaya di Kabupaten Tambrauw. Perubahan Renstra ini  juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumberdaya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi, misi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw.

[bookmark: _Toc379368047]1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw Tahun 2012-2016 sebagai berikut:
BAB 	1.	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Landasan Hukum
1.3.	Maksud dan Tujuan
1.4.	Sistematika Penulisan

BAB 	2.	GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2.	Sumber Daya SKPD
2.3.	Kinerja Pelayanan SKPD
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB	3	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.	Penentuan Isu-isu Strategis

BAB	4	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1.	Visi dan Misi SKPD
4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3.	Strategi dan Kebijakan SKPD 

BAB	5	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB	6	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
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[bookmark: _Toc379368048]GAMBARAN PELAYANAN SKPD

[bookmark: _Toc379368049]2.1.	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
[bookmark: _Toc379368050]2.1.1. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan
Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tambrauw. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Kewenangan pemerintah daerah otonom dalam urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kelautan
a. Melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
b. Melaksanakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
d. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota;
e. Mengkoordinasikan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
g. Melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 
h. Melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
i. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya  dengan pemerintah dan provinsi;
j. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
k. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
l. Melaksanakan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota;
m. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
n. Melaksanakan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota;
o. Melaksanakan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota;
p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota;
q. Melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
r. Melaksanakan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
s. Melaksanakan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
t. Melaksanakan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
u. Melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
v. Mengelola jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
w. Melaksanakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
x. Melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota;
y. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota;
z. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
aa. Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota;
ab. Melaksanakan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota;
ac. Merehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).

2. Sub Bidang Umum
a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota; 
b. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota;
c. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam  wilayah kabupaten/kota;
d. Menyusun rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota;
e. Melaksanakan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota;
f. Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
g. Melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
h. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota;
i. Melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

3. Sub Bidang Perikanan Tangkap
a. Mengelola dan memanfaatkan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota;
b. Mengkoordinasikan dan melaksanakan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota;
c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota;
d. Mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota;
e. Memberikan izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
f. Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota;
g. Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota;
h. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
i. Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota;
j. Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota;
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/kota;
l. Mengelola dan menyelenggarakan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
m. Mendukung pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain;
n. Melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
o. Melakukan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT;
p. Melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan;
q. Memberikan dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
r. Melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
s. Melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
t. Melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
u. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota;
v. Mendukung rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

4. Sub Bidang Perikanan Budidaya
a. Melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan;
b. Melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
c. Melaksanakan kebijakan mutu benih/induk ikan;
d. Melaksanakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut;
e. Melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
f. Melaksanakan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
g. Melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
h. Melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
i. Melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
j. Melaksanakan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan;
k. Melaksanakan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
l. Melaksanakan teknis  perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
m. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota;
n. Melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
o. Melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
p. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
q. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
r. Melaksanakan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota;
s. Melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;
t. Memberikan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
u. Melakukan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
v. Melaksanakan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

5. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
a. Melakukan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
b. Melakukan pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
c. Membina, memantau dan mengawasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
d. Mengawasi mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya;
e. Mengawasi PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
f. Memantau mutu ekspor hasil perikanan;
g. Mengawasi pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota;
h. Mengawasi pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

6. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran
a. Melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
b. Membangun, merawat dan mengelola pasar ikan;
c. Melaksanakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
d. Melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
e. Melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
f. Melaksanakan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.

7. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan
a. Melaksanakan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota;
b. Melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota;
c. Melaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 

[bookmark: _Toc379368051]2.1.2. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Perencanaan 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
3) Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Bina Usaha, membawahi:
1) Seksi Perijinan dan Kemitraan
2) Seksi Sarana dan Prasarana
3) Seksi data dan informasi
d. Bidang Produksi, membawahi:
1) Seksi Penangkapan 
2) Seksi Pengolahan dan Bina Mutu
3) Seksi Budidaya
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Laut, membawahi:
1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan
2) Seksi Pengawasan Penangkapan dan Budidaya
3) Seksi Pengawasan Mutu hasil Perikanan
f. Bidang Sumberdaya Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, membawahi:
1) Seksi Penataan Sumberdaya Laut dan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
2) Seksi Konservasi Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
3) Seksi Pengelolaan Kelautan  Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Tekhnik Dinas
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[bookmark: _Toc379368052]2.2.	SUMBER DAYA SKPD
[bookmark: _Toc379368053]2.2.1. Kepegawaian
Jumlah keseluruhan pegawai pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw adalah 37 orang dengan rincian 30 atau 81,08% adalah Pegawai Negeri Sipil dan 7 orang atau 18,92% adalah pegawai honorer yang diperbantukan di Dinas dengan Surat Keputusan Bupati Tambrauw (Tabel 2.1)
[bookmark: _Toc395345267]Tabel 2.1 Jumlah Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan
	No.
	Status Pegawai
	Jumlah
(orang)
	Persentasi
(%)

	1.
	Pegawai Tetap/PNS
	30
	81,08

	2.
	Pegawai Honorer
	7
	18,92

	 
	Jumlah
	37
	100,00


Sumber: Nominatif Pegawai DKP, 2012
 Sedangkan jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa lulusan sarjana (S1) paling banyak yaitu 11 orang atau sekitar 30,56%, kemudian SMA dan sederajat 10 orang atau sekitar 44,44%, kemudian lulusan diploma III sebanyak 7 orang atau sekitar 19,44% dan selanjutnya lulusan pascasarjana sebanyak 2 orang atau sekitar sekitar 5,56 %  (Tabel 2.2)
[bookmark: _Toc395345268]Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan
	No.
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
(orang)
	Persentasi
(%)

	1.
	Pasca Sarjana (S2)
	2
	5,56

	2.
	Sarjana (S1)
	11
	30,56

	3.
	DIII
	7
	19,44

	4.
	SMA/SMK/SUPM
	16
	44,44

	
	Jumlah
	36
	100,00


Sumber: Nominatif Pegawai DKP, 2012

Selanjutnya jumlah pegawai Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Tambrauw di rinci menurut golongan terlihat pegawai golongan II mendominasi atau lebih banyak yaitu 16 orang (53,33%), diikuti oleh goolongan III sebanyak 13 orang (43,33%) dan golongan IV 1 orang (3,3 %) jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.
[bookmark: _Toc395345269]Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Golongan
	No.
	Golongan/Kepangkatan
	Jumlah (orang)
	Persentasi
(%)

	1.
	Golongan IV
	1
	3,33

	2.
	Golongan III
	13
	43,33

	3.
	Golongan II
	16
	53,33

	 
	Jumlah
	30
	100,00


[bookmark: _Toc379368054]Sumber: Nominatif Pegawai DKP, 2012

2.2.2.Sarana Prasarana
Sampai dengan tahun anggaran 2012, aset yang dimiliki oleh dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw adalah dapat dilihat pada Tabel 2.4.
[bookmark: _Toc395345270]Tabel 2.4. Daftar Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan
	No.
	Jenis Barang
	Jumlah
	Kondisi
	Ket

	1.
	Kendaraan roda 4
	1
	unit
	baik
	 

	2.
	Kendaraan roda 2
	8
	unit
	baik
	 

	3.
	Pondok Wisata di werur
	1
	buah
	baik
	 

	4.
	Sarana penangkapan (Rumpon)
	4
	unit
	baik
	 

	5.
	Pusat Informasi KKLD Abun
	1
	set
	baik
	 

	6.
	Alat Pengeras Suara (penyuluhan)
	1
	set
	baik
	 

	7.
	GPS
	30
	buah
	baik
	 

	8.
	Speedboat Pengawasan
	1
	buah
	baik
	 

	9.
	Meja Kadis 1/2 biro
	1
	buah
	baik
	 

	10.
	Meja Kabid + Sekretaris
	5
	buah
	baik
	 

	11.
	Kursi putar
	5
	buah
	baik
	 

	12.
	Kursi staf
	10
	buah
	baik
	 

	13.
	Meja staf
	4
	buah
	baik
	 

	14.
	Lemari Arsip
	4
	buah
	baik
	 



[bookmark: _Toc379368055]2.3.	KINERJA PELAYANAN SKPD
Penyelanggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai dinas teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tambrauw, mempunyai tugas merumuskan kebijakan tekhnis, penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umumdi bidang kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan dan pelasanaa tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain:
A. Kelembagaan
Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tambrauw, dengan pendekatan kaya struktur kaya fungsi, berimplikasi pada perluasan struktur yaitu terdapat 4 bidang, dan pada setiap bidang  terdapat 2 sub bidang. Konsekuensi perluasan menjadikan urusan lebih spesifik namun terjadi peningkatan kerja pada bidang teknis, hal ini karena SDM aparatur yang menangani bidang bukan berdasarkan pada disiplin ilmu sehingga menimbulkan beban kerja ekstra dan perlu pendampingan  khusus.
B. Mekanisme Perencanaan
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). 
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:  politik;   teknokratik;  partisipatif;  atas-bawah (top-down); dan  bawah atas (bottom-up).   Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah.  Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. 
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung.
C. Hasil Kinerja 
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauwn telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan pembangunan  daerah antara lain: 
1) Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 adalah:
a) Program pelayanan administrasi perkantoran 
b) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur     
c) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk Perairan Umum Daratan (PUD) 
· Pengadaan motor tempel 15 PK
· Pengadaan perahu fibre glass
· Pengadaan coolbox berinsulasi
· Pengadaan rumpon laut dalam
d) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya
· Pembuatan kolam ikan
e) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran
· Pengadaan freezer cabinet
f) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
· Pegadaan speedboat pengawasan
g) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan
· Pegadaan kendaraan roda dua operasional penyuluhan perikanan
h) Pengembangan sarana dan prasarana penberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
· Pembangunan pondok wisata



2) Program dan kegiatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2012 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Tambrauw adalah:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran 
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur     
c. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar 
· Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (bagan)
· Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya (DAK)
· Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi (DAK)
· Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan transportasi (DAK)
· Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK)
· Pengembangan sarana dan prasarana statistik kelautan dan perikanani (DAK)
d. Program penyediaan sarana produksi perikanan tangkap
· Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (rumpon)
· Pengadaan alat tangkap pancing dasar
· Pengadaan alat pancing tonda (pool and line)
· Sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK)
e. Program penyediaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
· Pembangunan pos perikanan
· Pembangunan Pusat Informasi KKLD
f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya    
· Kegiatan budidaya air tawar (kolam pembesaran ikan nila dan mas), (kolam pendederan ikan nila dan mas)
· Kegiatan pembenihan air tawar (hatchery skala rumah tangga (HSRT) 
· Kegiatan pengadaan peralatan dan prasaranan pendukung pembenihan 
· Kegiatan magang cara budidaya air tawar
g. Program penyelenggaraan penyuluhan
· Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan 
h. Program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
· Pengadaan solar cell
· Pembangunan jaringan air bersih

3) Perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan kabupaten tambrauw adalah:
a. program pelayanan administrasi perkantoran 
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur     
c. Program pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap 
I. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk perairan umum daratan (PUD)
· Pengadaan motor tempel 15 PK
· Pengadaan perahu fibre glass
· Pengadaan coolbox berinsulasi
· Pengadaan rumpon laut dalam
d. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya 
I. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya 
· Pembangunan kolam air tawar
· Pengembangan kawasan budidaya air tawa
· Pengadaan bibit ikan mas
· Pengadaan bibit ikan lele
· Pengadaan bibit ikan nila
· Pengadaan pakan ikan
e. Program penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
I. Penyediaan sarana pemberdayaan masyarakat
· Pembangunan  air bersih
· Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
· Pembangunan jalan setapak
f. Program pengembangan saranan dan prasarana pengawasan
· Pengadaan perahu pokmaswas
· pengadaan kendaraan roda dua
· Pembangunan garasi speedboat pengawasan
g. Program pengembangan saranan dan prasarana penyuluhan perikanan
I. Penyediaan sarana penyuluhan perikanan
· Pengadaan pealatan pengukuran kualitas air
· Pengadaan alat pengolah data perikanan (laptop)
· Pengadaan meubelair untuk pos penyuluhan
· Administrasi penunjang kegiatan DAK
h. Program penyediaan sarana dan prasarana pendukung budidaya air tawar
· Pembangunan sarana tangkapan air (pembuatan bak penampung) dan saluran air untuk kolam budidaya air tawar
· Administrasi penunjang kegiatan 
i. Program penyediaan sistem informasi sumberdaya kelautan dan perikanan
· Pembuatan website Dinas Kelautan dan Perikanan
· Survey dan identifikasi jenis-jenis ikan hias endemik Tambrauw untuk ikan air tawar dan air laut
j. Program penyediaan sarana dan prasarana penunjang penangkapan ikan
· Pengadaan rumpon laut dalam
· Penunjang administrasi kegiatan DAK 
· Penunjang administrasi kegiatan TP
k. Program peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan perikanan budidaya
· Pelatihan/magang aparatur dan nelayan perikanan tangkap
l. Program pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
· Pengawasan gabungan dengan TNI dan Polair
m. Program peningkatan aparatur petugas pengawasan
· Pelatihan/magang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
n. Program pengembangan sistem produksi pembudidaya ikan
· Supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi perikanan tangkap dan budidaya

[bookmark: _Toc379368056]2.4.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah khususnya kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:
1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah;
2. Issue terkait dengan pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab dimana perencanaan pembangunan harus ramah lingkungan dan tidak merusak dan sesuai dengan misi dalam mewujudkan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.  
3. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
4. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan konstribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.


Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain:
1. Adanya SDM aparatur Dinas Kelautan dan perikanan yang sebagian besar berpendidikan sarjana dan diploma sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam pendampingan maupun menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terencana dan berkelanjutan;
2. Adanya kepeduliaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelautan dan perikanan;
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[bookmark: _Toc379368057]ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

[bookmark: _Toc379368058]3.1.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD
Sebagai kabupaten pemekaran baru masaalah konsentrasi pembangunan insfrakstrukturnya belum sepenuhnya tersedia dan terakomodir hal ini dikarenakan belum terfokusnya masaalah pemerintahan, karena masih merupakan pemerintahan transisi, di satu sisi belum ada Dinas Kelautan Dan Perikanan, yang ada hanya bidang kelautan dan perikanan dan berdampak pada penganggaran sehingga sektor ini masih perlu diprioritaskan mengingat hampir 60% kampung yang berada di kabupaten ini merupakan kampung pesisir
Masaalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya nelayan dan pembudidaya ikan, minimnya sarana dan prasarana perikanan terutama alat tangkap dan rendahnya pendapatan merupakan masalah utama yang selalu dihadapi oleh masyarakat kampung di pesisir, hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan pemikiran sehingga terbentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw dalam upaya untuk menjawab dan memenuhi segala permasalahan khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang kelautan dan perikanan
Kabupaten Tambrauw merupakan daerah otonom yang memiliki potensi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan, untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama perekonomian daerah, diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta stakeholders lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting. 
Sedangkan beberapa permasalahan menyangkut pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tambrauw, yakni:
· Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
· Kurangnya ketersediaan aparatur tekhnis yang membidangi jabatan fungsional;
· Lemahnya kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
· Tingginya biaya operasioanl operasi penangkapan;
· Destuktif fishing (kegiatan penangkapan ikan yang cenderung merusak);
· Tingginya penggunaan batu karang dan pasir sebagai bahan baku bangunan di Kabupaten Tambrauw;
· Minimnya database terkait kelautan dan perikanan;
· Lemahnya kelembagaan masyarakat SDm nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan.
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Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Tambrauw pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tambrauw Tahun 2012-2016, maka untuk Lima tahun ke depan telah disusun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai berikut:

A. VISI
“TERWUJUDNYA  MASYARAKAT  KABUPATEN TAMBRAUW  YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERMARTABAT”
Dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Sejahtera 
Suatu  masyarakat  yang memiliki tingkat kehidupan yang layak  dengan tingkat pendapatan yang tinggi,  berpendidikan, sehat dan kuat  (pembangunan manusia).
2. Mandiri  
Suatu komunitas dan masyarakat  yang  secara bersama-sama mampu mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki secara berkelanjutan untuk mencapai  keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Tambrauw.
3. Bermartabat
Suatu komunitas dan masyarakat  yang  memiliki nilai-nilai hidup produktif dan religiusitas yang tinggi, menghargai tradisi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, saling menghormati dan menghargai sesama dan memiliki integritas moral dan menjadi landasan di dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B.   MISI
1) Membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional dan beretika;
2) Membangun fondasi kelembagaan dan  struktur ekonomi daerah yang mensejahterakan masyarakat;
3) Membangun birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif di bawah panji–panji tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4) Mengembangkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;
5) Menjaga kelestarian lingkungan dengan menjadikan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi;
6) Menjaga kelestarian budaya dan memperhatikan hak-hak dasar masyarakat Tambrauw.

Adapun penjelasan dari masing-masing misi di atas, maka secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1). Membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, profesional dan beretika
Sumberdaya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau power).  Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah man power. Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah sehat dan berstamina tinggi sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasi ke masa depan, disiplin dan berbudi. Sumberdaya manusia (SDM) juga merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk.  Kualitas SDM suatu daerah dikatakan membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), apakah sudah tinggi atau masih rendah. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemenuhan kebutuhan akan kualitas SDM yang baik telah sangat menampung dalam rangka melaksanakan pembangunan yang dipercepat dan tepat sasaran.
2). Membangun fondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah yang mensejahterakan masyarakat
Perekonomian daerah dapat bergerak apabila sektor riil dapat bergerak dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Sektor riil dapat bergerak hanya apabila investasi dapat masuk ke wilayah Tambrauw yang tentunya didukung oleh iklim investasi yang kondusif mengingat potensi sumberdaya alam yang besar berupa pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Perekonomian masyarakat dapat tangguh dan mencapai tingkat kesejahteraan yang merata berawal dari optimalisasi potensi unggulan yang berdaya saing serta didukung oleh sarana prasarana perekonomian yang memadai baik berupa jaringan irigasi, jaringan jalan, pelabuhan. Tambrauw yang maju dan mandiri menuntut signifikansi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke perkampungan, serta berdaya saing tinggi didukung oleh pengusahan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Hal ini memberi pengertian antara lain bahwa pembangunan struktur perekonomian harus diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efiktif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Mencapai ketahanan ekonomi tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah, sehingga dengan demikian faktor peningkatan pelayanan dasar pembangunan perkampungan harus menjadi faktor penting dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian kebupaten.
3). Membangun birokrasi pemerintahan daerah yang efisien dan efektif  di bawah panji –panji tata kelola pemerintahan yang baik  (good governance)
Dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sekarang ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan, untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu adalah dengan melakukan reformasi birokasi. Reformasi birokasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain pemberantasan praktik KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu perubahan mind-set, culture-set, dan pengembangan budaya kerja harus dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantas korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN harus diinisiasi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
4). Mengembangkan prasarana dan sarana daerah  dalam upaya meningkatkan pelayanan publik
Penyediaan infrastruktur akan terus dilanjutkan pada periode 2012-2016 agar pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan ketersediaan infrastruktur yang merata dan terpadu.  Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Pengembangan ekonomi tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di perkotaan maupun di perkampungan. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
5). Menjaga kelestarian lingkungan dengan menjadikan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi
Potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang indah di Kabupaten Tambrauw sangat besar. Namun demikikian, selama ini pemanfaatan dan pengelolaannya masih terbilang sangat tradisional dan kurang mengedepankan kualitas dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas tidak hanya akan mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan baik melalui pemanfaatan kandungan sumberdaya alam maupun lingkungan hidup, tetapi yang paling penting adalah akan menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup selama-lamanya. Namun demikian di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkuungan hidup. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungan dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi, dan lingkungan. Untuk itu dalam rangka melestarikan lingkungan hidup sekaligus memungkinkan perolehan pendapatan daerah, yang antara lain diperoleh melalui  pemanfaatan sumberdaya alam lingkungan untuk industri pariwisata dan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan yang baik dan sehat di Kabupaten Tambrauw, maka pembangunan lingkungan hidup dan kepariwisataan harus dilaksanakan secara berkualitas yaitu didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang berarti suatu upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya secara berkelanjutan. Keberlanjutan pembangunan pariwisata harus dapat didukung secara ekologis jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.
6). Meningkatkan kehidupan sosial yang berlandaskan ideologi, agama dan budaya lokal
Keberimanan adalah suatu keharusan dan kebudayaan harus dipupuk dan ditingkatkan mengikuti peningkatan tingkat keberimanan masyarakat. Mengapa kebudayaan perlu dipupuk dan ditingkatkan. Menurut The American Herritage Dictionary, kebudayaan adalah suatu keseluruhan pola perilaku yang terekspresi dari kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kolompok manusia. Berdasarkan definisi kebudayaan di atas, maka Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya harus memelihara kebudayaan yang baik dan membangun. Sebagaimana dalam definisi kebudayaan terkandung makna kehidupan agama di dalamnya, maka masyarakat yang berbudaya haruslah mampu hidup berdampingan secara damai dengan kolompok masyarakat lain untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga pembinaan iman dan pembangunan budaya dapat berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat yang dapat saling bertoleransi dan berdampingan secara damai.  Oleh karena itu, cakupan pembangunan kebudayaan tidak hanya diarahkan pada aspk-aspek pelestarian budaya dan seni peninggalan semata, tetapi harus pula diarahkan pada pembangunan untuk peningkatan budaya kerja, budaya ramah tamah, budaya keimanan yang kuat kepada Tuhan, toleransi kehidupan beragama dan lain-lain.

C. ARAH PEMBANGUNAN KABUPATEN TAMBRAUW
6 (enam) arah pembangunan Kabupaten Tambrauw 2012-2016 adalah sebagai berikut:
1. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal di masing-masing wilayah;
2. Meningkatkan kualitas SDM;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan pariwisata;
4. Meningkatkan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya kelautan, hutan, tanah, air, danpulau-pulau  secara lebih baik;
5. Mengembangkan nilai-nilai toleransi  keragaman religius/agama dan budaya;
6. Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik;
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Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 sebagai berikut:
 
A. Visi 
Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar 2015. 

B. Misi 
Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. 
C. Tujuan 
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah: 
1. Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi. 
2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan. 
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional. 

D. Sasaran Strategis 
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah: 
1. Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi: 
a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah. 
b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat. 
c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

2. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan: 
a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 
b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara berkelanjutan. 
c. Pulau–pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi. 
d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan: 
a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable.
b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. 
c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi. 

4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional: 
a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan. 
b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang kelautan dan perikanan.
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Dalam RTRW Nasional (PP No.47/1997) simpul Kota Sorong ditetapkan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dalam Kawasan Andalan Sorong dan sekitarnya. Dengan perkembangan ke depan, baik Kota Sorong sendiri maupun wilayah yang ada di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya atau hinterland, sangat besar peluang Simpul Kota Sorong ini menjadi PKN. Walaupun Kota Sorong berada di wilayah luar Kabupaten Tambrauw, akan tetapi keberadaan kota ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Kabupaten Tambrauw di masa yang akan datang.
Kabupaten Tambrauw merupakan suatu kawasan yang dimana pengembangan wilayahnya memerlukan suatu perlakuan yang khusus hal ini dikarenakan Kabupaten Tambrauw merupakan kawasan pengembangan limitasi topografi yang terletak di bagian timur yaitu pada komplek Pegunungan Tambrauw, dimana pengembangan di kawasan ini hendaknya memperhatikan prinsip konservasi, karena di kawasan ini terdapat kawasan hutan dengan fungsi lindung terdiri atas Hutan Lindung dan Hutan Pelestarian dan Perlindungan Alam (HPPA) dan adanya Kawasan Konservasi laut Daerah KKLD Abun dimana disini merupakan tempat peneluran penyu belimbing yang merupakan kawasan konservasi yang harus di jaga kelestariannya.
Apabila dilihat berdasarkan interaksi antar wilayah, Kabupaten Tambrauw lebih cenderung melakukan interaksi ke arah Kabupaten Manokwari, dengan arah interaksi pada pesisir (Distrik Abun, Kwoor, Sausapor) dengan distrik-distrik di pesisir utara Kabupaten Manokwari; serta interaksi di pedalaman, terutama Distrik Miyah, Fef dengan bagian wilayah yang dikenal dengan Dataran Kebar di Kabupaten Manokwari, dengan jarak dan peluang akses (Kendati Baru Jalan Setapak) Yang Lebih Dekat.
Salah Satu Poin Pada Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw yakni poin (5) yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan menjadikan Tambrauw sebagai kabupaten konservasi adalah merupakan suatu tugas penting dan merupakan yang utama bagi Dinas Kelautan Dan Perikanan dalam menjaga potensi dan kawasan konservasi laut daerah dimana terdapat habitat penyu belimbing agar tetap terjaga dan terjamin kelestariannya dari segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kawasan tersebut. Di Kabupaten Tambrauw telah terbentuk forum kolaborasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw di mana forum ini yang kemudian berkolaborasi dengan dinas teknis lainnya agar melaksanakan pembangunan pada kawasan tersebut supaya selalu dikoordinasikan agar Kawasan Konservasi KKLD Abun tetap terjaga dan bisa memberikan manffat serta memberdayakan masyarakat disekitarnya.
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Lingkungan strategis yang paling dominan dalam mendorong perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Kabupaten Tambrauw dimasa mendatang yang mempengaruhi arah dan sararan pembangunan perikanan. Pada penentuan-penentuan isu strategis yang menjadi isu sentral SKPD antara lain: 
1. Belum tertatanya administrasi perkantoran dan keuangan yang baik dan memadai;
2. Minimnya sumberdaya aparatur pegawai negeri sipil;
3. Minimnya sarana dan prasarana perikanan;
4. Minimnya produksi perikanan;
5. Minimnya SDM nelayan dan pembudidaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDKP;
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Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, dan visi juga sebagai suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.
	Visi Jangka Menengah Dinas Kelautan Dan Perikanan  Kabupaten Tambrauw

	TERWUJUDNYA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



Penjelasan mengenai kata-kata kunci dari visi organisasi dapat di uraikan lebih lanjut:
· Terwujudnya adalah suatu kondisi dimana lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan.
· Pengggerak Perekonomian Daerah adalah bahwa segala potensi sektor kelautan dan perikanan yang cukup melimpah serta kearifan lokal yang dimiliki diharapkan bisa menjadi tumpuan dan harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
· Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan adalah bahwa segala potensi sumberdaya alam yang dimiliki harus tetap dijaga kelestarian dalam pengelolaan dan pemanfaatan agar tetap terjaga dan lestrari sehingga bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seutuhnya
Visi tersebut mengandung maksud bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw merupakan satu-satunya lembaga/organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipercaya oleh pengambil keputusan (bupati) dalam bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan Kelautan dan perikanan serta pengendalian dari pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional ahli dalam bidangnya yang menghasilkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang baik guna mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Tambrauw.

[bookmark: _Toc379368066]4.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus kerja. Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw periode 2012-2016 mengemban misi sebagai berikut:
1 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan;
2 Mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan;
3 Memotivasi masyarakat serta mengoptimalkan kelembagaannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan;
4 Memaksimalkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten konservasi.

[bookmark: _Toc379368067]4.2.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
[bookmark: _Toc379368068]4.2.1. Tujuan Pembangunan Jangka Menengah
Tujuan penyelenggaraan program kegiatan dan penyusunan kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis adalah adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Tambrauw dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi, nilai produksi dan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan;
3. Pembentukan serta penguatan kelembagaan nelayan serta sumberdaya manusia secara terintegrasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Menciptakan akses pemasaran untuk hasil produksi kelautan dan perikanan;
5. Mewujudkan model pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu, lestari dan berkelanjutan.
[bookmark: _Toc379368069]4.2.2. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Mengacu pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan produksi usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya;
2. Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengembangan usaha;
3. Terselenggaranya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat;
4. Tersediannya sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi perikanan yang memadai dan reprensentatif;
5. Penerapan teknologi dan periodisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

[bookmark: _Toc395345271]Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012-2016
	No.
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Sasaran 
Pada Tahun Ke-

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Meningkatnya produksi, nilai produksi dan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan;

	Peningkatan produksi usaha perikanan baik tangkap maupun budidaya

	· Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap 
· Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya
· Tersedianya sarana prasarana penunjang serta pengolahan (pabrik es, cold storage)
· Tersedianya sarana prasarana penunjang (SPBN)
· Tersedianya sarana prasarana penunjang (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan Balai Benih Ikan (BBI)
	50%


50%

	60%-

60 %






	100%

100%

80%


100%
	-

-

100%



	-

-






	2.
	Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan 



	1. Terlaksanannya kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan
2. Terlaksananya proses pendampingan usaha perikanan 

	- Tersedianya modal usaha perikanan pengembangan usaha masyarakat pedesaan untuk perikanan tangkap (PUMP Tangkap)
- Tersedianya modal usaha perikanan pengembangan usaha masyarakat pedesaan untuk perikanan budidaya (PUMP Budidaya)
- Tersedianya sarana  usaha perikanan untuk nelayan dan pedagangan (coolbox dan freezer) 
	
	50%



50%



50%

	







75%
	100%



90%



100%
	







100%

	3.
	Pembentukan serta penguatan kelembagaan nelayan serta sumberdaya manusia secara terintegrasi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

	Terselenggaranya sistem pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat
	· Tersedianya kelembagaan nelayan dalam upaya peningkatan potensi
· Meningkatkan usaha ekonomi produktif mayarakat pesisir
	50%



60%
	65%



75%
	80%



90%

	100%



100 %
	


	4.
	Menciptakan akses pasar untuk pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan
	Tersediannya sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi perikanan yang memadai dan reprensentatif 
	· Tersedianya aksesibiltas pasar untuk hasil perikanan 
· Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
	50 %


35 %

	75 %


50

	90%


80 %

	100%


100%

	




	5.
	Mewujudkan model pengelolaan wlayah pesisir, lau, pulau-pulau kecil secara lestari terpadu dan berkelanjutan
	1. Tersedianya konsep pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. Terjaminnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

	· Terjaminnya sinkronisasi dan keselarasan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan
· Terjaganya kelestarian sumberdaya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan
	30%




30%
	60%




40%
	80%




100%
	100%





	100%








[bookmark: _Toc379368070]4.3.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Stretegi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw  tahun 2012-2016 dirumuskan sebagai berikut:
1. Strategi dan kebijakan dalam meningkatkan produksi, nilai produksi dan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan di arahkan melalui:
· Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap 
· Tersedianya sarana dan prasarana perikanan budidaya
· Tersedianya sarana prasarana penunjang serta pengolahan (pabrik es, cold storage)
· Tersedianya sarana prasarana penunjang (SPBN) Tersedianya sarana prasarana penunjang seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Balai Benih Ikan (BBI)
2. Strategi dan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan dilakukan melalui:
· Terbentuknya kelompok usaha perikanan dan pendampingan usaha
· Tersedianya modal usaha perikanan pengembangan usaha masyarakat pedesaan untuk perikanan tangkap (PUMP Tangkap)
· Tersedianya sarana  usaha perikanan untuk nelayan dan pedagangan (coolbox dan freezer)
3. Strategi dan arah kebijakan dalam menciptakan akses pasar untuk pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan konsentrasikan melalui:
· Menyediakan sarana pemasaran seperti pasar ikan
· Melakukan kerjasama dengan stakeholders terkait untuk pemasaran hasil perikanan
4. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan model pengelolaan wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil secara lestari terpadu dan berkelanjutan diarahkan melalui:
· Melakukan koordinasi dengan mengikutsertakan perguruan tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalaminstansi dan stake holders terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan 
· Sosialisasi dan monitoring serta pengawasan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

 (
B
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5
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[bookmark: _Toc379368071]RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2016 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan  dengan lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu membantu bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan, Jika dikaitkan dengan misi yang terkandung di dalam Perubahan Renstra 2012-2016, maka rencana program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Mewujudkan peningkatkan produksi, nilai produksi dan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan. Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
· Program pengadaan sarana dan prasaran perikanan tangkap
· Program pengadaan sarana dan prasaran perikanan budidaya
· Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk perairan umum daratan (PUD) 
· Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar 
· Pengembangann sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan dan pesisir. Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
· Penguatan modal usaha, melalui Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) baik perikanan tangkap maupun budidaya
· Pembangunan sarana dan sarana penunjang pedesaan (solar cell, air bersih dan pendampingan usaha masyarakat)
3. Peningkatan sumberdaya aparatur dan kinerja  dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.  Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
· Pembangunan sarana dan prasaran penunjang (pos pengawasan, penyediaan sarana transportasi, speedboat pengawasan, kendaraan roda 2)
· Melaksanakan pengawasan dan patroli gabungan dengan melibatkan aparat TNI  dan Polair serta masyarakat adat
4. Peningkatan sumberdaya dan kinerja aparatur penyuluh perikanan.  Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
· Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyuluhan (kendaraan roda 2 dan roda 4, serta sarana pengeras suara dan pos penyuluhan) 
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia aparatur (PNS) dan melengkapi sarana dan prasarana kerja. Program-program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
· Program pelayanan administrasi perkantoran
· Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
· Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
· Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw untuk tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
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[bookmark: _Toc356213564][bookmark: _Toc395345272]Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Tambrau
	No.
	Program
dan
Kegiatan
	Indikator
Kinerja
Program
	Data
Capaian
Pada Awal Perencanaan
	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
	SKPD
Penanggu
ngjawab
	Lokasi

	
	
	
	
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	Tahun 2015
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Kondisi Kinerja
Pada Periode Perubahan Renstra SKPD
	
	

	
	
	
	
	Target
	Rp (juta)
	Target
	Rp (juta)
	Target
	Rp (juta)
	Target
	Rp (juta)
	Target
	Rp (juta)
	Target
	Rp (juta)
	
	

	1.
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN
	 
	 
	 
	                        654 
	 
	                          734 
	 
	                       733 
	 
	                      733 
	
	
	
	                      733 
	
	

	 
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Tertinya Penyelengggaraan administrasi Perkantoran 
	 
	 
	                            1 
	 
	                               6 
	 
	                           6 
	 
	                          6 
	
	
	
	                          6 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                          42 
	 
	                            42 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                          36 
	 
	                            36 
	 
	                         12 
	 
	                        12 
	
	
	
	                        12 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                            3 
	 
	                               3 
	 
	                         24 
	 
	                        24 
	
	
	
	                        24 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan ATK
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                          12 
	 
	                            12 
	 
	                       100 
	 
	                      100 
	
	
	
	                      100 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 
	Optimalisasi Kinerja Aparatur
	 
	 
	                            6 
	 
	                               6 
	 
	                         43 
	 
	                        43 
	
	
	
	                        43 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                         15 
	 
	                        15 
	
	
	
	                        15 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
	Optimalisasi Kinerja Aparatur
	 
	 
	                          45 
	 
	                            45 
	 
	                         40 
	 
	                        40 
	
	
	
	                        40 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Optimalisasi Kinerja Aparatur
	 
	 
	                            6 
	 
	                               6 
	 
	                           8 
	 
	                          8 
	
	
	
	                          8 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Makanan dan Minuman
	Terciptanya suasana yang kondusif
	 
	 
	                            9 
	 
	                               9 
	 
	                         35 
	 
	                        35 
	
	
	
	                        35 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	Tata kerja yang produktif, efisien, dan efektif
	 
	 
	                        494 
	 
	                          494 
	 
	                       450 
	 
	                      450 
	
	
	
	                      450 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembuatan Buku Profil Dinas Kelautan&Perikanan
	 
	 
	 
	 
	 
	                            75 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	2.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR  
	 
	 
	 
	                          78 
	 
	                            78 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pemeliharaan Ruin Gedung Kantor 
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                          45 
	 
	                            45 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
	Kinerja Aparatur Meningkat
	 
	 
	                          33 
	 
	                            33 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	3.
	PROGRAM PENINAGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 
	 
	 
	 
	                          18 
	 
	                            18 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Laporan Tahunan 
	Akuntabilitas Kinerja SKPD 
	 
	 
	                          18 
	 
	                            18 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	4.
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
	 
	 
	 
	                        270 
	 
	                          270 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Kegiatan Pelatihan dan Bintek Kelautan dan Perikanan
	Terselenggaranya Pelatihan dan Bintek Kelautan dan Perikanan
	 
	 
	                        270 
	 
	                          270 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	5.
	PROGRAM PENINGKATAN APARATUR 
	 
	 
	 
	                        500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pelatihan Magang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan / Magang Kesyahbadaran bagi Pengawas
	 
	 
	 
	                        200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembentukan kelompok Pengawasan masyarakat, (POKMASWAS) di setiap Distrik  
	 
	 
	 
	                        200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	6.
	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG BUDIDAYA PERIKANAN (AIR TAWAR DAN AIR) /Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Air Tawar
	 
	 
	 
	                  21.338 
	 
	                                - 
	 
	                   3.650 
	 
	                  3.650 
	
	
	
	                  3.650 
	
	

	 
	Kegiatan Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar
	Meningkatnya produksi perikanan air tawar
	 
	 
	                    9.250 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyediaan Keramba Tancap (120 buah) 
	Meningkatnya pendapatan pembudidaya 
	 
	 
	                    3.300 
	-
	 
	 
	                       200 
	 
	                      200 
	
	
	
	                      200 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Keramba Jaring Apung (5 buah)
	Meningkatnya pendapatan pembudidaya 
	 
	 
	                        935 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembuatan 2 (dua) Unit Balai Benih Ikan Lokal
	 
	 
	 
	                    3.000 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Alat Bantu Tangkap Rumpon (8 Unit)
	 
	 
	 
	                        800 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Bagan (2 Unit)
	 
	 
	 
	                    1.400 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Bibit Ikan (Ikan Mas, Ikan Nila, ikan Tawes, ikan Gurame,ikan Bandeng)
	Tersedianya bibit ikan yang unggul
	 
	 
	                        275 
	-
	 
	 
	                       450 
	 
	                      450 
	
	
	
	                      450 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Kegiatan Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar 
	Terpenuhinya pakan ikan untuk pembudidaya ikan tawar
	 
	 
	                        110 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Kegiatan Tanggap Air Untuk Kolam ikan 
	 
	 
	 
	                        900 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaaan Obat-obatan 
	 
	 
	 
	                        615 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Peralatan Budidaya ikan air tawar dan air payau
	 
	 
	 
	                        510 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan 1 unit Kendaraan Roda 4 untuk angkutan benih ikan
	 
	 
	 
	                        225 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan 5 Unit Kendaraan roda 2 untuk Penyuluh 
	 
	 
	 
	                          18 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Balai Benih Ikan Lokal (BBI)
	Tersedianya Balai Benih Ikan Lokal (BBI) yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   3.000 
	 
	                  3.000 
	
	
	
	                  3.000 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	7.
	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   4.500 
	 
	                  4.500 
	
	
	
	                  4.500 
	
	

	 
	Pengadaan Motor Tempel 15 PK
	Meingkatnya produksi perikanan tangkap
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       850 
	 
	                      850 
	
	
	
	                      850 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Perahu Fiber Flass 3  GT
	Meingkatnya produksi perikanan tangkap
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   1.250 
	 
	                  1.250 
	
	
	
	                  1.250 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Rumpon Laut Dalem
	Meningkatnya pendapatan nelayan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Freezer Cabinet
	Meningkatnya keamanan mutu ikan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       500 
	 
	                      500 
	
	
	
	                      500 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Coolstor Mini Kapasitas 10 ton
	Meningkatnya keamanan mutu ikan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   1.000 
	 
	                  1.000 
	
	
	
	                  1.000 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Alat Tangkap Rawai Dasar
	Meningkatnya pendapatan nelayan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       550 
	 
	                      550 
	
	
	
	                      550 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Alat Tangkap Gill-Net Apung
	Meningkatnya pendapatan nelayan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       350 
	 
	                      350 
	
	
	
	                      350 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	8.
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA PERIKANAN DI SEKTOR BUDIDAYA
	 
	 
	 
	                        200 
	 
	                          200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Magang Aparatur tentang cara Budidaya ikan
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Magang Petani ikan tentang cara Budidaya ikan
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	9.
	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	 
	 
	 
	                    3.501 
	 
	 
	 
	                   9.500 
	 
	                  9.500 
	
	
	
	                  9.500 
	
	

	 
	Kegiatan Penyediaan sarana Air Bersih
	Tersedianya Sarana Air Bersih untuk Kampung-kampung di Wilayah
	 
	 
	                        641 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Kegiatan Pengadaan Paket Solar Cell
	Tersedianya Solar Cell di Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
	 
	 
	                    2.860 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Perbaikan/Renovasi Rumah Nelayan
	Meningkatnya kualitashidup nelayan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   6.500 
	 
	                  6.500 
	
	
	
	                  6.500 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Jalan Kampung/Setapak
	Tersedianya jalan kampung yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Jaringan Air Bersih
	Tersedianya Jaringan Air Bersih yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   3.000 
	 
	                  3.000 
	
	
	
	                  3.000 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	10.
	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Kegiatan Penyuluhan Tentang Kerusakan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Lingkungan pesisir serta Bahaya Sunami 
	Terselenggaranya Penyuluhan Tentang Kerusakan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan dan pendamping usaha perikanan nelayan
	 
	 
	 
	 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	11.
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	 
	 
	 
	 
	 
	                       6.908 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Revitalisasi Sarana Tangkap  
	 
	 
	 
	 
	 
	                       2.600 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Sarana Air bersih
	 
	 
	 
	 
	 
	                          583 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan dan Pemberdayaan ekonomi Nelayan 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       1.000 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Bedah / Renovasi Rumah Nelayan 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       2.600 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembuatan Website Dinas
	 
	 
	 
	 
	 
	                            75 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembuatan Buku Profil Pesisir dan pp kecil
	 
	 
	 
	 
	 
	                            50 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	12.
	PROGRAM IDENTIFIKASI SUMBERDAYA PERIKANAN
	 
	 
	 
	                          80 
	 
	                            80 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Survey dan identifikasi Jenis-jenis ikan hias Endemik Tambrauw untuk ikan air tawar, ikan air Laut dan ikan air payau
	 
	 
	 
	                          80 
	 
	                            80 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	13.
	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PENANGKAPAN IKAN
	 
	 
	 
	                    6.263 
	 
	                       6.263 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pengadaan Alat Bantu Perikanan Tangkap
	 
	 
	 
	                    6.165 
	 
	                       6.165 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Penunjang Administrasi kegiatan Perikanan tangkap
	 
	 
	 
	                          98 
	 
	                            98 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	14.
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAP
	 
	 
	 
	                        300 
	 
	                          300 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pelatihan Penangkapan Ikan 
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan Budidaya
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan Pengelolaan hasil perikanan
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	15.
	PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	 
	 
	 
	                    1.200 
	 
	                       1.200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pengawasan Gabungan (dengan TNI dan POLAIR. 1tahun 2kali)
	 
	 
	 
	                        300 
	 
	                          300 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengawasan Rutin (DKP Kabupaten Tambrauw) 1 bulan 2
	 
	 
	 
	                        600 
	 
	                          600 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengawasan hasil perikanan di wilayah pelabuhan dan dan bandara
	 
	 
	 
	                        300 
	 
	                          300 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	16.
	PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA 
	 
	 
	 
	                        240 
	 
	                          240 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Biaya Oprasional dan BBM buat Seedboat Pengawasan 
	 
	 
	 
	                        240 
	 
	                          240 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	17.
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	 
	 
	 
	                        400 
	 
	                          400 
	 
	                       500 
	 
	                      500 
	
	
	
	                      500 
	
	

	 
	Pembangunan Pos Pengawasan 
	 
	 
	 
	                        350 
	 
	                          350 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembuatan sarana Informasi tentang konservasi (spanduk, baliho, banner buku..dll
	 
	 
	 
	                          50 
	 
	                            50 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan
	Meningkatnya pengawasan sumber daya KP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       200 
	 
	                      200 
	
	
	
	                      200 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Peraiatan Pengawasan Sumberdaya..
	Meningkatnya pengawasan sumber daya KP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       300 
	 
	                      300 
	
	
	
	                      300 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	18.
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   1.238 
	 
	                  1.238 
	
	
	
	                  1.238 
	
	

	 
	Pengawasan Gabungan (TNI/POLRI/DKP)
	Meningkatnya ketaatan aturan sebesar 75%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                         38 
	 
	                        38 
	
	
	
	                        38 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Meningkatnya pengetahuan PPNS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Perahu POKMASWAS
	Meningkatnya ketaatan aturan sebesar 40%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       750 
	 
	                      750 
	
	
	
	                      750 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan Kendaraan Roda Empat
	Meningkatnya ketaatan aturan sebesar 50%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       450 
	 
	                      450 
	
	
	
	                      450 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	19.
	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA USAHA PERIKANAN DAN BUDIDAYA
	 
	 
	 
	                    1.030 
	 
	                       1.330 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pengadaan mesin es Curah 
	 
	 
	 
	                        600 
	 
	                          600 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan keranjangan ikan 
	 
	 
	 
	 
	 
	                            50 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengadaan mesin suritech (mesin pemisah tulang dan 
	 
	 
	 
	                          50 
	 
	                          180 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan gedung pengasapan ikan 
	 
	 
	 
	                        180 
	 
	                          200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Ice Store 
	 
	 
	 
	                        200 
	 
	                          300 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	20.
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMANTAU ARMADA PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA)
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Sosialisasi dan Penerbitan Armada penangkapan 
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	21.
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN SKALA KECIL
	 
	 
	 
	                        200 
	 
	                       1.200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pembentukan Kelompok Usaha Bersama dan kemitraan usaha perikanan Tangkap
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pengembangan basis data Usaha penangkapan Ikan
	 
	 
	 
	                        100 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Bantuan Peralatan Nelayan Bagi Putra Asli Papua
	 
	 
	 
	 
	 
	                          500 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Bantuan Pembuatan Kolam dan Benih Ikan Air Tawar
	 
	 
	 
	 
	 
	                          500 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	22.
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN
	 
	 
	 
	                        150 
	 
	                          150 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Supervisi, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kawasan budidaya ikan
	 
	 
	 
	                        150 
	 
	                          150 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	23.
	PROGRAM PENINGKATAN APARATUR PETUGAS PENGAWASAN.
	 
	 
	 
	 
	 
	                          500 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pelatihan Magang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	 
	 
	 
	 
	 
	                          100 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pelatihan / Magang Kesyahbadaran bagi Pengawas.
	 
	 
	 
	 
	 
	                          200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	 
	Pembentukan kelompok Pengawas masyarakat (POKMASWAS) di setiap distrik
	 
	 
	 
	 
	 
	                          200 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	24.
	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KAWASAN KONSERVASI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   5.400 
	 
	                  5.400 
	
	
	
	                  5.400 
	
	

	 
	Pembangunan Pagar Pembatas Kawasan Konservasi
	Meningkatnya keamanan telur penyu belimbing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   5.000 
	 
	                  5.000 
	
	
	
	                  5.000 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Renovasi Pos Jaga pada Kawasan Pesisir ..
	Meningkatnya penjagaan terhadap telur penyu belimbing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Monitoring Kawasan Peneluran Penyu Belimbing
	Meningkatnya penjagaan terhadap telur penyu belimbing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       150 
	 
	                      150 
	
	
	
	                      150 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Survey Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan..
	Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       250 
	 
	                      250 
	
	
	
	                      250 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Studi Banding Pengelola Taman Pesisir
	Meningkatnya pengetahuan sebesar 75%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	25.
	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   1.175 
	 
	                  1.175 
	
	
	
	                  1.175 
	
	

	 
	Pembangunan Gedung Pertemuan Nelayan
	Tersedianya Gedung Pertemuan Nelayan yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       500 
	 
	                      500 
	
	
	
	                      500 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Pembangunan Pos Penyuluhan Perikanan
	Tersedianya Pos Penyuluhan yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyusunan Program Penyuluhan Kelautan
	Tersedianya data penyuluhan yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       150 
	 
	                      150 
	
	
	
	                      150 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyusunan Teknologi Penagkapan Ikan
	Tersedianya informasi Teknologi budidaya yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       125 
	 
	                      125 
	
	
	
	                      125 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyusunan Teknologi Budidaya Ikan
	Tersedianya informasi teknologi budidaya yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       300 
	 
	                      300 
	
	
	
	                      300 
	
	Kab. Tambrauw

	 
	Penyuluhan Pengolahan Hasil Perikanan
	Tersedianya informasi teknologi hasil perikanan yang memadai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                       100 
	 
	                      100 
	
	
	
	                      100 
	
	Kab. Tambrauw
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[bookmark: _Toc379368072]INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 
Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai tujuan yang diantaranya yaitu menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama dalam perekonomian daerah, dapat menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kabupaten Tambrauw. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RKPD), dan dokumen perencanaan teknis strategis. Dokumen–dokumen tersebut merupakan bahan acuan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Di samping itu, dokumen ini juga merupakan indikator kinerja SKPD yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
[bookmark: _Toc395345273]Tabel 6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
	No.
	Indikator
	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
	Target Capaian Setiap Tahun
	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD

	
	
	Tahun 0
	Tahun 1
	Tahun 2
	Tahun 3
	Tahun 4
	Tahun 5
	

	

1.
	Mewujudkan peningkatkan produksi, nilai produksi dan mutu hasil produksi kelautan dan perikanan
	

	
100
	
100
	
100
	
100
	
100
	
100

	
2.
	Meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan dan pesisir
	
35 %
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	
3.
	Peningkatan sumberdaya aparatur dan kinerja  dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
	
40 %
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	
4.
	Peningkatan sumberdaya dan kinerja aparatur penyuluh perikanan
	
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%

	
5.
	Mengembangkan kualitas sumber daya manusia aparatur (PNS) dan melengkapi sarana dan prasarana kerja
	
50 %
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
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[bookmark: _Toc379368073]PENUTUP
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw periode 2012-2016 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
Disamping itu, Perubahan Renstra ini merupakan target untuk pengukuran kinerja tahun 2012-2016 yang akan dilaksanakan oleh pimpinan beserta staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw, dengan demikian implementasi dari Perubahan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen bersama, untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk partisipasi masyarakat.

Sausapor, Desember 2012
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tambrauw





Ir. Gustifar
[bookmark: _GoBack]Pembina Tk I
NIP. 19630701 199403 1 009
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